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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan
a. Bahwa pada dasamya terhadap orang asing yang terbukti menggunakan
izin kunjungan untuk bekerja di Indonesia akan menimbulkan akibat
hukum berupa pengenaan sanksi berupa sanksi pidana dan/atau sanksi
administratif (tindakan keimigrasian). UU No.9 Tahun 1992, tidak hanya
mengancam orang asing sengaja menyalahgunakan atau melakukan
kegiatan yang tidak éesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian
dengan sanksi pidané berupa pidana penjara selama-lamanya 5 (lima)
tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah). Tindak pidana dalam pasal ini dapat dikualifikasikan sebagai
tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian. Sifat tuntutan pidana
dalam Pasal 50 ini adalah alternatif. Pelakunya dapat dikenakan penahanan
karena ancaman pidana penjaranya 5 (lima) tahun atau sanksi administratif
yang memberikan kewenangan untuk mengambil tindakan keimigrasian
berupa :
a. Pembatasan, perubah%m atau pembatalan izin keberadaan.
b.  Larangan untuk berada di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
¢.  Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di

wilayah Indonesia (karantina imigrasi).
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d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan
masuk ke Indonesia.

Mengenai pelaksalaan penjatuhan sanksi administratif berupa tindakan

keimigrasian hal terdapat pada Pasal 42 ayat (1 dan 2), UU No. 9 Tahun

1992.

b. Bahwa dalam ran;tka mencegah penyalahgunaan izin keimigrasian oleh
orang asing yang menjalankan aktifitas-aktifitasnya di Indonesia dan
dalam rangka melindungi kepentingan nasional atas masuk dan keluarnya
orang asing, maki upaya yang dilakukan oleh jajaran imigrasi adalah
melakukan pengawasz;n dan tindakan keimigrasian bagi orang asing secara
cepat, tepat, teliti dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan
dalam memberikan pelayanan bagi orang asing. Pengawasan di bidang
keimigrasian terhadap lamanya berada di Indonesia serta kegiatannya
selama berada i Indonesia. Bentuk pengawasan tersebut berupa
pengawasan admi nistratif dan pengawasan lapangan yang dilakukan
dengan koordinasi bersama instansi-instansi yang bidang tugasnya terkait
dengan keimigrasian

2. Saran
a. Berkaitan dengar fungsi dan tugas jajaran keimigrasian, maka petugas-
petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi hendaklah selalu berpegang
pada prinsip keseimbangan antara aspek pengawasan dan aspek
pelayanan dimara orang asing adalah tamu, oleh karena itu harus

diperlakukan layaik, baik dalam hubungan yang sifat hukum maupun
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